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PENETAFPAN

Momer 0064/Pdt. B/2016/PA_Bm.

i A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
E’engacﬁlan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat perama telah menjatunkan penetapan dalam perkara
permohonan disgensasi kawin vang digjukan oleh:
Ramii bin M. Yusuf, umur 26 tahun, agama Izlam, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Lingkungan Mande | RT. 002, RW. 001, Kelurahan
Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Permohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkaitan

dalam persidangan:

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April

2016 yang terdaftar di Kepanitersan Pengadilan Agama Bima Momor

0084/Pdt P/2016/PA.Bm, tanggal 22 April 2016 telah mengemukakan hal-hal

sehagai barikut:

1. Bahwa Pemchon hendak menikahkan anaknya yang bemama Rizki
Ardiansyah bin Ramli, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTF,
pekeraan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 011, RW, 004, Kelurahan
Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dengan secrang
perempuan bemama Nurfita San binti Aidin, umur 18 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 008, RW,

003, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima:
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Ka

Bahwa, rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Perohon yang bernama
Rizki Ardiansyah bin Ramli tersebut belum genap 19 tahun;

Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya
tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai:

Bahwa, Pemchon sebagai crang tua berpendapat telah cuky p alasan agar
hubungan antara anak laki-laki Pemohan dengan calon isterinya tersebut
ditingkatkan dalam ikatan pemikahan yang sah, guna menghindari hal-hal
negatif yang akan timbul dikemudian har;

Bahwa, antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut
tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodio’ [sesusuan);
Bahwa, anak laki-laki Pemohon sudah pemah melamar calon istrinya
tersebut dan diterima baik oleh kedua orang tua calon isteri anak laki-iaki
Pemchon;

Bahwa, Pemchon sebagai orang fua telah memberitahukan maksud
rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Uruzan Agama yang
berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesusi surat penolakan
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kabupaten Bima,
Momer: Kk.19.08/05/Pw.01/110//2016 tanggal 21 April 2016 dengan
glasan bertentangan dengan Undang-Undang pemikahan, mengingat
anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemehon mohon agar Kelua

FPengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk

s=lanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dslam Petitum;

~ Primer
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memben dispensasi kepada anak Pemchon yang bernama
Rizki Ardiansyah bin  Ramll untuk melangsungkan perkawinan dengan
calon istrinya yvang barnama Murfita Sari binti Aidin;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Dan/atau  menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telsh
datang menghadap di Persidangan:

Batwa Majelis Hakim telah memberkan nasihat agar Pemchon
menunda pernikahan anak Pemchon menunggu sampai cukup umur 19
{(sembilan) tahun, akan tetapi Pemochon tetap bersikukuh mohon dispensasi
kawin terhadap anak Pemaohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di
akas yang isinya tetap diperahankan aleh Pemchon;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula anak Pemohon, calon istri anak
Pemohon sera ibu kandung calen isti anak Pemohon, dan ketiga pihak
tersebut masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak Pemohon (Rizki Ardiansyah):

- Bahwa benar dia hendak menikah dengan seocrang wanita yang bemama
Murfita San binti Aidin;

- Bahwa dia dengan calon istrinya sudah saling mengenal;

- Bahwa dia sudah akrab dengan calon isti dan antars dia dengan calon istn

dan sudah saling mencintai serta calon isti dalam keadaan hamil 5 {lirna)

bulamn;

Hsl 3 dan 18 hal. Panatapan Namor: O054PaL PrI0TEEA Om.
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- Bahwa keluarga calen izt telah menerma dia untuk menikai calon =i |
- Bahwa antara dia dengan calon isti tidak ads hubungan mahmam baik

nasab, radlo’ (sepersusuan) maupun semenda,
- Bahwa dia belumn bekera dan bersedia akan bekera,

Calen |stri Anak Pemohon (Murfita Sari binti Aidin):

E!-arlwa dia anak dari pasangan suami isti Aidin bin H. Ahmad dan MNurul

Insan binti Mansur,

- Bahwa benar dia akan dinikah oleh anak Pemohon;

- Bahwa dia dengan anak Pemohon sudah saling mengenal;

- Bahwa dia dengan anak Pemchon sudah akrab, sudah saling mencintai
dan dia sudah dalarm keadaan hamil 5 (lima) bulan,

- Bahwa dia telah setuju hendak dinikah oleh anak Pemohon, dan dia serta
keluarga sudah menerima anak Pemohon;

- Bahwa antara dia dan anak Pemchon tidak ada hubungan mahram baik
nasab, mdla’ (sepersusuan) maupun semenda;

- Bahwa dia telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Permohon;

Bapak kandung calon istri anak Pemohon {Aidin bin H. Ahmad);

- Bahwa benar anak Pemchen yang bemama Rizki Ardiansyah hendak
menikah dengan anak kandungnya yang bernama MNurfita Sari;

- Bahwa anaknya telah setuju hendak dinikah oleh anak Pemohon;

- Bahwa dia telah member izin anaknya dinikah oleh anak Pemohon;

- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan

mahram baik nasab, rodlo’ (sepersusuan} Maupun semenda;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohanannya, Pemohon di muka

persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa:

Hal. 4 dgsf 30 hal, Penetapan Nomor: J064PdE F201E6PA.Bm
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk stas nama Ramii (Pemahan), bukti
P;

2. Fotokopi Kutipan Akia Kelahiran atas nama Rizki Ardian=yah, bukti P.2;

3. Fotokopl Kartu Keluarga, atas nama Ramili (Pemahan), bukti P_3;

4. Fotokopi Surat Penolskan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Recamatan Rasana'e Barat, bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pads
pokoknya tetap pada permohonan dan maohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang
rerupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAMN HUKLIM

Menimbang, bahwa maksud dan wjuan permohonan Permchon pada
pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Pengadilan telsh berusaha menasihati Pemohcn
agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-bajk
dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan
tétapi Pemochon tetap bersikukuh dengan mohon dispensasi  kawin,
selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemchon telah mendalilkan bahwa anak Pemchaon
yang bernama Rizki Ardiansyah hendak menikah dengan calon istrinya yang
bernama Nurfita Sari binti Aidin, namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat menolak menikahkan kerena
calon mempelai belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan

Undang-Lindang Nomer 1 Tahun 1874:

Hai, § dard 10 hal, Fenefapan Nomor: 0054Pdr S2018F0. B,
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Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidengan pihak-
pihak wyang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah anak
Pemchon bemama Rizki Ardiansyah, calon isti anak Pernohon bemarna
Murfita San binti Aldin dan Bapak Kandung calon istri anak Pemohon bemarma
Ajdin bin H. Ahmad;

Menimbang, bahwa bukli surat bertanda P.1, sampai dengan P.4 telah
bermeteral cukup dan alat bukli folakopi elah dicocokkan sesuai aslinya, bukti
mana telah memenuhi syarat fomil pembuktian, dan secara materil telah
sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemehen, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 286 RBg. ayat {1) jo. Pasal 2 ayat {3) Undang-Undang Nomer
13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukfi-bukti terssbut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan
para pihak yang berkaitan dengan perkara a gue dan bukti-bukti Pemohon,
didapat fakia =ebagai berkut:
=  Bahwa benar anak Pemchon berumur 17 tahun 2 bulan;

* Bahwa benar anak Pemochon dengan calon istrinya sudah saling
mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk
menikah dan calon istri anak Pemohaon telah hamil & (lima) bulan;

»  RBahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemahan dengan
calen istrinya bemama Retno Pratiwi, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Uruzan Agama Kecamatan Rasana’e Barat menolsk dan
tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut
karena kurang umur, sebagaimana ketentuan perundang-undangan,

= Bahwa antara Pemohon dengan calon istinya tidak ada hubungan

mahram baik nasab maupun radle’ (sesusuan) atau semenda,

Hal. & dard 10 hal. Ponclzpan Nomor: OGRS A20T8F0. B
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* Bahwa Pemchon telah melamar calon istri anak Pemchon dan telah
diterima cleh bapak kandung calon istri anak Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam perkara permohenan Dispensasi Mikah yang
menjadi pokok masalah adalah apakah pemikahan anak Pemohen dengan
calon Isterinya berdasarkan hukum atau tidak:

*Menimbang bahwa untuk menentukan Ukuran permasalahan ini hams
mengacu pada kelentusn peraturan atau kaidah ¥yang mengatur masalah
pemikahan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat lslam, tidak ditentukan secara limit=tif,
tegas dan terinei unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calan
mempelal;

Menimbang, bahwa perikahan dapat dilangsungkan jika telah
memenuhi syarat dan rukun pemikahan sesusi ketentuan Undang-Undang
Momor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2] sera lidak melanggar larangan
nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan
ditemukan fakia antara anak Pemaohon dengan calon istrinya tersebut tidak
ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islarm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan
Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatat Mikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Raba menolak untuk menikahkan anak Pemchon
dengan calon Istinya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar
hukum yang beraku di Indonesia selain hukum positif juga beraku hukum

lslam;

Mal. T darf 10 hal, Fenefapan Nomor: m}sd.-F'n’r.F:-‘MfﬁaFﬂ.B._n:.
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Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat
dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;
Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas,
dihubungkan dengan kaidah fighiyah yang mnegatakan “mencegah mafsadat
harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan® dan dihubungkan
denga‘n kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa
mencegah adanya mafzadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemochon
dan calon istrinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka
pemmehenan Pemohan untuk mamperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan:
Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan gaidah Ushul
Figh yang berbunyi sebagai berikut:
Aaliaall bgie de g e ALY i pd

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatarn®
Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil calon isti anak
Pemohon, maka berdasarkan Bab VI tentang Kawin Hamil Pasal 53
Kompilasi Hukum Islam, walaupun calon istri anak Pemohon dalam kesadaan
hamil, maka tidak ada halangan antara anak Permohen dan calon istr anak;
Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan Yang
disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada idah bagi seorang wanita yang
hamil karena zina tersebut dan sebagaimana pendapat Abu Ishaq lbrahim Al-
Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil

menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

4ot 03 5n 8 22l 3ol Y lelea oY U5 g Jdall #1S5 5 5ns;

Hal. B dar 18 il Pamafamen Mamae iVA0ODA DMAATEIDA Do
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Artinya: “Wanita hamil dari zina bolsh menikah, sebab kehamilannya itu tidak
diishatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama daengan
tidak ada’;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemchon telah beralasan hukum dan dapat
dikabujkan;

Menimbang, bahwa Pemoheon sebagal orang yang berkepentingan
terhadap perkara a quo, Cleh karenanya biaya perkara dibebankan kapda
Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
herlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAFKAN

1. Mengabulkan permaohonan Pemohon;

2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada Pemohon  uniuk
mengawinkan anaknya yang bernama Rizki Ardiansyah dengan seorang
wanita yang bemama Nurfita Sari binti Aidin;

3 Membebankan kepada Pemaohon untuk membayar biaya perkara sejumliah

Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu fbu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permmusyawaraian
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada han Selasa, tanggal 10 Mai
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah olen H.
Ahmad Gani, 5.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs.
Agus Mubarck masing-masing sebagal Hakim Anggota, penetapan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka unfuk umum aleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi cleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Hal. 5 dard 10 hal. Peaslfapan Namor: (OGP0 A20 8P4 Om.
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dibanty oleh Drs. H. Musaddad, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Pemohon;

i ks
"%31&!;_31.1
© 8P0gi s
H. Ahmad Gani, S.H.
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Drs. M. Agus Sofwan Hadi Drs,

Panitera Pengganti,

Ore. H. Musaddad, S H.

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran ; Rp  30.000,00
2. Biaya Proses REp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp  70.000,00
4. Biaya Redaksi ' Rp 5.000,00
l 5. Biaya Meterai 'Rp  6.000,00
i Jumiah ' Rp 161.000,00
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Hal, 10 darf 10 kal. Penatapan Namar; 0064 FI016PA. Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



